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ABSTRAK

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, di
lingkungan pemerintah daerah, serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, bupati/walikota
sebagai pembina bertugas melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan tugas Pengelolaan pengaduan di lingkungan pemerintah daerah.
Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman
pengelolaan pengaduan di lingkungan pemerintah daerah;

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 25
Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 15 Tahun 2023; UU No.
74 Tahun 2024; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres. No. 76 Tahun 2013; Permendagri No.
80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018;
Permen PANRB No. 62 Tahun 2018 terakhir dengan Permendagri No. 8 Tahun 2023;

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan di
Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan menetapkan batasan istilah dalam
pengaturannya. Pengelolaan Pengaduan adalah kegiatan penanganan Pengaduan
sesuai dengan mekanisme dan tata cara Pengelolaan Pengaduan. Adapun maksud
ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai acuan atau pedoman dalam Pengelolaan
Pengaduan agar lebih sistematis, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tujuan
ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menyelesaikan Penanganan
Pengaduan Masyarakat secara cepat, tepat, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; mendukung
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, terbebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah; meningkatkan koordinasi antara
lembaga/instansi dalam menyelesaikan Pengaduan Masyarakat; dan meningkatkan
partisipasi masyarakat secara tertib dan turut serta bertanggungjawab dalam

pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pelayanan



masyarakat. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. kelembagaan pengelola
Pengaduan Pemerintah Daerah; b. cara penyampaian Pengaduan, jenis dan
mekanisme Pengelolaan Pengaduan; c. pelindungan terhadap Pelapor; dan d.

pemantauan dan evaluasi.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Juni 2025.
- Lampiran : 3 halaman.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah
Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



